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Menimbang = a bahwa dalam rangka penyelesalan pekcrjaan yang belum )

selesai pada akhlr tahun anggaran d1ber1kan kesempatan ) o

' v‘.b'-kepada penyedla untuk menyelesaxkan pekerjaan sampai ‘
* pelaksanaan . pekeqaan “berakhir - sesuai  ketentuan

~ peraturan perundang-undangan, o - |

| b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor. 75
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka
Penyelesalan Peker_;aan yang Tidak Terselesmkan sampa1 "

dengan Akhll‘ Tahun Anggaran

] Méngingat_ 1 Undang-Undang Nomor 13 ‘Tahun 1950 tentang
. . A.-.'pembentukan " Daerah- -daerah 'Kabu_pat'én‘ - dalam

' | L1ngkungan Provinsi Jawa Tengah; v ' |
| A2..» Undéhg-Undang »Norr-lc‘)rv 17 Tahun 2003 tenfang Ketiangan
Negara (Lembéi'ah Négara Republik Indonesia Tahun 2003
NomOr 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk :

o _Indone31a Nomor 4287], E



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 _tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
| I}ndoriesia Tahun ‘2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); | |
‘}Undang-Undang . Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor ‘244, 'I‘émbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbégaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
‘atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
‘Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
| _Indof;esia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran |
'Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang -

~Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran'b Negara
" Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
_ Lembaraﬁ Negara Republik Indonesia Nomor 5 156);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
‘Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran
'Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533); |

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
4Pengélolaaﬁ Keuangan Daerah (Lembaran Negara‘ "
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik’ Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pémerlintah; vv v' '

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
“tentabng Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor ‘13v Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;




' Meneteipkan

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 / PMK 05/2014

 tentang  Pelaksanaan Anggaran - Dalam - Rangka

Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai

Deﬁgan Akhir Téhun Anggaran sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

" Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014

tentang  Pelaksanaan  Anggaran Dalam  Rangka

Penyelesaian Pekexjaan Yang Tidak Terselesalkan Sampai

11,

12,

Dengan Akhir Tahun Anggaran;

Pefaturan Menteri Dalam Négeriv Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; . v
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2018

tentanglb Pelaksanaan Anggaran dalam rangka

' Pényélesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai

- dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten '

Karanganyar Tahun 2018 Nomor 75};

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG, PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR = NOMOR 75

 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN
 DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG

TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN
ANGGARAN. | |

Pasal 1
Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran

dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak }

'Tverselesaikan sampai dengan ~Akhir Tahun Anggaran

(Berita  Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018
Nomor 75) diubah sebagai berikut :




1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut: | o

(1)

)

Pasal 3

Penyélesaian pekerjaan yang dapat dilanjutkan pada

Tahun Anggaran berikutnya»sebagaimana dimaksud

" dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan sebagai

berikut :

a. berdasarkan ~ penelitian  PPK, ‘penyedia
barang/ jaSa akan fnampu menyélesaikan
‘keseluruhan pékerjaah ~ setelah  diberikan
kesempatan sejak - berakhirnya  masa
‘pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum
dalam dokumen kontrak; "

b. penyedia | barang/jasé . sénggup untuk

menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat

selama waktu pemberian kesempatan sejék

bei‘akhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang

dihyatakan dengan surat pernyataan‘

~ kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas
bermeterai Rp.6000,00 (enam ribu rupiémh). ‘

Berdasarkan per}tvimb‘angan}  atas ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK atas

' pérsetujuan PA yangv dituarigkan dalam Berita Acara

memutuskan untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada penyedia

barang/jasa  untuk  menyelesaikan  sisa
pekexjaan ~ke Tahun -Anggafan Berikutnya
dehgan mencantumkén lamanya = waktu
penyelesaian sisa "pekerjaan ‘sepanjang tidak
mengakibatkan kerugian negara/Daerah; atau
b. tidak memberikan kesempatan kepada penyedia
barang/jasa untuk melanjutkén penyelesaian

sisa pekerjaan ke Tahun‘ Anggaran Berikutnya.



(3] Dalam rangka mengamb11 keputusan sebagalmanav :

‘dimaksud pada ayat (2)’ | PA dapat melakukan’v

konsulta31 dengan Aparat Pengawasan Intern’
Pemenntah (APIP) | R

(4) Pelaksanaan penyelesalan s1sa pekerjaan ke Tahun '-

Anggaran Benkutnya sebagalmana dlmaksud pada .

] ayat (2) huruf a d1atur sebaga1 benkut

coa.

- vpenandatanganan kontrak pahng - lambat’f T

_»'penyedla barang/ jasa - harus menyampalkan" o
surat permohonan E penyelesalan pckeljaan' o

‘melewati Tahun Anggaran kepada Pejabat

7 (tUJUh) han kalender sebclum berakhlmya_ L
batas Waktu masa pelaksanaa.n peker]aan '

berdasarkan permohonan o sebagannana:’

dlmaksud pada huruf a PPK melakukan ka_]lan’_ '

tekms dan penehtlan : secara‘ komprehensaf f

) ‘:‘Sehmgga ,.PPK - meyakini bahwa penyedia

barang/jasa ‘akan ;,"rnémpu | menyelesaikan o

’ "-fkeseluruhan ‘,pckéfjaaﬁ B 'épabila | d1ber1kan‘} i

. .gkesempatan o séjak berakhxrnya '~ masa :

. pelaksanaan pekerjaan v
: f:apablla berdasarkan hasﬂ kajlan dan penehtlan,‘; ’

_ PPK menyatakan bahwa permohonan penyedla’. o
v."barang/Jasa t1dak dapat d1setu3u1, maka PPK o
jdapat memutuskan kontrak secara seplhak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-» “
‘vundangan | R S | |
. untuk menjamm obyekthtas kcputusan PPK }} o ‘;'
.;‘,dalam menentukan pemutusan kontrak atau e
tldak hasﬁ kajlan dan penehhan PPK harus;ﬁ_vfg
mellbatkan Pengawas Proyek o -

. apab1la berdasarkan hasﬂ ka31an tekms dan'

'penehtlan PPK, menyatakan bahwa pcrmohonanf .

: i_‘i,vpenyedla barang/ Jasa dapat dlsetujul, maka



1. Penyedia barang/jasa menyampaikan surat

| pernyataan  kesanggupan  menyelesaikan
pekerjaan sebanyak 2 (dua) rangkap kepada
PPK yang ditahdétangani ~diatas meterai
Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) oleh pimpinan
perusahaan penyedia barang/jasa dan
menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar
5% (limzi persen) dari nilai kontrak pekerjaan
serta kesediaan untuk dikenakan sanksi
denda keterlambatan penyelésaia'n pekerjaan
sesuai ketentuan yang berlaku. |

2. Dilakukan addendum kontrak dengan

- mencantumkan sumber dana dari Perubahan
APBD Tahun Anggaran Berikutnya atas
pembayaran sisa pekerjaan yang akan

~ diselesaikan. o o o

3. PPK  melakukan penghitungan prestasi

- pekerjaan sampai dengan batas akhir

~ pelaksanaan  pekerjaan = sebagai  dasar
pembayaran pelakéanaan pekerjaan bada
-Tahun‘ Anggaran berkenaan dan pengusulan
alokasi anggaran pembayaran  sisa

o pelakSanaan . pekérjaan pé&a' Perubahan

- APBD Tahun Anggaran berikutnya.

4. Dalam melaksanakan penghitungan prestasi

- pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 3
PPK dapat mempertimbangkan hasil kajian
teknis sebagaimana . dimaksud ketentuan
Pasal 3 ayat (4) huruf d |



5.Y'IPPK menyampalkan pembentahuan kepada' |
| -PA atas penyelesalan pekexjaan yang melewatl '
”.Tahun Anggaran d11amp1r1 dengan satu
K rangkap “surat pernyataan kesanggupan'
‘ o penyelcsalan . peker_]aan o scbagalmana._:b
- dimaksud dalam angka 1. » _‘ n |
':'6.,'»Berdasarkan pemberltahuan :PPK‘»’ R
o -»sebagalmana dlsebutkan pada angka 5 PA- 5
_mengusulkan ' alokasx anggaran . pada o
. vperubahan | APBD | Tahur_; Anggaran
" ‘Berlkutnya . . '

f. dalam rangka ’m'ebngamb‘il keputusan

) -":':‘sebagalmana dlmaksud pada hurﬁf d, PPK E ,

_‘f(fdapat melakukan konsultas1 dengan APIP dan |

f'.audlt dar1 APIP sebaga1 dasar pelaksanaan .
'pembayaran prestas1 pekerjaan ' v

(5) Surat pernyataan kesanggupan : sebagalmana

dlmaksud pada ayat (4) huruf e angka 1 pallng‘_

sed1k1t memuat e | ‘ |

a pernyataan kesanggupan untuk menyelesaxkan o

- pekerjaan ' R

b. _Waktu yang dlberlkan untuk menyelesalkan .

o '_’pekerjaan (pallng lama 50 (hma puluh) hari o

‘kalender) d1h1tung sejak masa. berakhlrnya f .

| ) pelaksanaan pekerjaan

c. pernyataan kesedlaah | dlkenakan de‘hda‘ -

keteﬂambatan atas penyelesalan pekerjaan
sebesar 1/ 1000 (satu per mll) dar1 mlaJ kontrak |
L untuk setlap han keterlambatan, ' '

d Apernyataan tidak menuntut pembayaran bunga '

. terhadap keterlambatan pembayaran atas ‘sisa o

- penyelesalan pekerjaan



 Peraturan ‘Bupati ini m"ulai * berlaku pada tanggal
2 ‘dlundangkan | R S

': ’,Agar‘ : sétiaﬁ f orang mengetahumya _ memermtahkan’
I pengundangan Peraturan Bupat1 1n1 dengan penempatannya -

o dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar

e

_'Dltetapkan d1 Karanganyar
_ .'tpada tanggal 28 Agustus 2019
o f'» BUPATI KARANGANYAR

o 'I“TD;""V‘;,
 JULIYATMONO
Diundangkan di Karangan'yaf .

pada tanggal 28 Agustus 2019 . :
N SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR; TAHUN 2019 NOMOR 71
o Sahnan sesua1 dengan ashnya'

SE}RETA\IAT DAERAH = o
A Btf DATE :RARANGANYAR

NIP 197 "311 1 9903 1 1009, -



